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BAB I

PENDAHULUAN

I.{ LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2007 tentang

Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir

wajib memperhaiikan keselamatan, keamanan dan ketenteraman, keseha(an pekerja

dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam

mamanfaatkan zat radioaktif dan bahan nuklir diperlukan kualitas desain dari zat

radioaKif sehingga untuk tercapai keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2015 tentang keselamatan

radiasi dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif, maka setiap desian

bungkusan zat radiaklif atau desain zat radioaKif wajib mendapatkan sertifikasi atau

validasi dari BAPETEN. Untuk melaksanakan amanat UU tersebut dilakukan suatu

proses pelayanan sertifikasi validasi bungkusan zat radioaktif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan

instalasi dan bahan nuklir perlu disusun suatu standar pelayanan. Teknis

Penyusunan standar pelayanan ini mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar pelayanan disusun sebagai jaminan

adanya kepastian bagi penerima layanan, sehingga mampu memberikan palayanan

yang dapat memenuhi dan memuaskan pihak yang dilayani.

I.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Standar pelayanan sertifikasi dan validasi adalah untuk:

1. memberikan kepastian pelayanan

2. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan

3. sebagai tolok ukur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan

4. sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan
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Standar pelayanan ini merupakan

kepada masyarakat dalam memberikan

sesuai peraturan yang berlaku.

bentuk kewajiban dan janji BAPETEN

pelayanan yang berkualilas dan terukur

I.3 RUAT{G LIl{GKUP

Ruang lingkup standar pelayanan sertifikasi dan validasi berlaku di Direktorat

Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) BAPETEN, yang meliputi:

1.3.1 Ruang lingkup ienis pelayanan

Bagian ini menerangkan lingkup jenis kegiatan pelayanan perizinan sertilikasi

dan validasi bungkusan, yang meliputi:

'1. Penerbitan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif bentuk khusus

2. Penerbitan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif daya sebar rendah

3. Penerbitan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif aKivitas jenis rendah

-il
4. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe A berisi bahan fisil

atau UF 6lebih dari 0,1 kg

5. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan lndustri berisi bahan

fisil atau UF 6 lebih dail 0,1 kg

6. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe A

7. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan T'ipe B(U)

8. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe B(M)

9. Penerbitan sertmkat persetujuan desain bungkusan Tipe C

10. Penerbitan sertifikat validasi bungkusan

1 1. Penerbitan sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif;

12. Penerbitan persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh

otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat RadioaKif.

13. Penerbitan sertifikasi kelayakan kamera radiografi

14. Penerbitan perpanjangan sertifikat persetujuan desain zat radioaKif bentuk

khusus

15. Penerbitan perpanjangan sertifikat persetujuan desain zat radioaklif daya

sebar rendah
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'l6. Penerbitan perpanjangan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif

aKivitas jenis rendah - lll

17. Penerbitan perpanjangan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe A

berisi bahan fisil atau UF 6 lebih dari 0,1 kg

18. Penerbitan perpanjangan sertifikal perse{ujuan desain bungkusan lndustri

berisi bahan fisil atau UF 6 lebih dari 0,1 kg

19. Penerbitan perpanjangan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe

A

20. Penerbitan perpanjangan sertifikat perselujuan desain bungkusan Tipe

B(U)

21. Penerbilan perpanjangan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe

B(M)

22. Penerbitan perpanjangan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe

c

1.3.2 Ruang lingkup komponen Standar Pelayanan

Bagian ini menerangkan lingkup komponen yang harus ditentukan dalam

standar pelayanan perizinan pemanfadan bahan nuklir yang telah di uraikan

pada bagian 1.3.1. Ruang lingkup jenis pelayanan. Sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat dua bagian yaitu :

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan ( service delivery) meliputi:

'l . Persyaratan Pelayanan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. Jangka Wahu Penyelesaian

4. Biayal Tatrt

5. Produk Pelayanan

6. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan
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B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses pengelolaan

Pelayanan di intemal organisasi ( manufacluing) meliputi:

1. Dasar Hukum

2. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

3. Kompetensi Pelaksana

4. Pengawasan lntemal

5. Jumlah pelaksana

6. Jaminan pelaksanaan

7. Jaminan Keamanan dan Keselamalan Pelayanan

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

l.,f DASAR HUKUiITACUAN

Dasar hukum dan acuan yang digunakan dalam penyusunan standar

pelayanan adalah:

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AParatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 teniang Perizinan lnstalasi Nuklir

dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 teniang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir.

6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2015 tentang keselamatan radiasi

dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaKif

7. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 tahun 2013 lentang Proteksi

dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

8. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ke{entuan

Sislem Proteksi Fisik lnstalasi dan Bahan Nuklir.

9. Peraluran Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 201 'l ientang Sistem

Safeguard.
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10. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penatausahaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

'1 'l . Peraturan Kepala BAPETEN Tahun 10 tahun 201 1 tantang Sistem

Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

t.5 DEFtNtSt

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas sebagai kewajiban

dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepal, mudah, terjangkau, dan terukur.

2. Penyelenggara Pelayanan Pedzinan seilifikasi dan valadasi bungkusan

adalah institusi penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang untuk pelayanan public, dalam hal adalah Badan Pengawas Tenaga

Nuklir.

3. Oqanisasi penyelenggara pelayanan perizinan sertifikasi dan validasi

bungkusan adalah saiuan kerja penyelenggara pelayananyang berada di

lingkungan institusi penyelenggara Negara dalam hal ini Direktorat perizinan

instalasi dan bahan nuklir.

4. ltlaklumat pelayanan adalah pemyataan tertulis yang berisi

keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang lerdapat dalam Standar

pelayanan

5. Sertifikasi adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara

memperoleh sertifikat, perpanjangan, dan kegiatan lain yang terkait dengan

sertifikat bungkusan;

6. Desain adalah uraian teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi Zat

Radioaktif Bentuk Khusus, Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, Bungkusan,

atau pembungkus dalam pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif.

7. Bungkusan adalah pembungkus dengan isi zat radioaktif di dalamnya yang

disiapkan untuk diangkut.

No. Dok : PUI(DPIBN/00.15 Tanoqal :0311212O15
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8. Pemohon adalah Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara, koperasi,

atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang mengajukan

permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir;

9. Pemegang SertifikaUlzin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan

usaha milik negara, koperasi, alau badan usaha yang berbentuk badan

hukum yang telah memiliki izin pemanfaatan Bahan Nuklir dari Badan

Pengawas Tenaga Nuklif

10. Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut KTUiI adalah

keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

Negara bedasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku, yang

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata.

1 1. Sertifikat adalah dokumen tertulis dalam bentuk KTUN yang diberikan oleh

Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pemohon sebagai surat keterangan

(pernyataan) tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti memiliki

kemampuan untuk memenuhi standar desain zat radioaktif atau desain

bungkusan zat radioaKif.

12. Penilai dokumen adalah staf Subdirektorat Per2inan ReaKor dan Bahan

Nuklir yang bertanggung jawab melaksanakan serangkaian kegiatan

penilaian dokumen perizinan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan

dokumen dan penilaian teknis, termasuk pembuatan konsep surat pernyataan

kelengkapan dan pemenuhan persyaratan izin, pembuatan konsep izin

dan/atau konsep surai lainnya yang terkait dengan perizinan pemanfaatan

Bahan Nuklir.

13. Pengampu adalah staf SubdireKorat Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir

yang bertanggung jawab memeriksa ulang hasil penilaian yang dilakukan

oleh penilai terhadap dokumen permohonan izin dan mengelola kegiatan

perizinan pemanfaalan Bahan Nuklir;

14. Bendahara Pcnedmaan yang selanjutnya disebui Bendahan adalah orang

yang ditunjuk unluk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka

pelaksanaaan APBN di BAPETEN;
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BAB II

PEI{YUSUNAN STANDAR PELAYAI{AN

II. I PENYIAPAI{ PET{YUSUNAI{ STAilDAR PELAYANAN
Agar penyusunan standar pelayanan dapal terlaksana dengan baik dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu
melakukan langkahjangkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim

Tim standar perayanan crim sp) dibentuk oreh Kepara subdirektorat
sefiifkasi desl varidasi, <tengen memperhdkan hal-hat sebagei berkut:
a. Keanggotaan Tim Sp

Keanggotaan Tim Sp terdiri atas:

1) Kepara Sub Direktorar sertifikasi dan Varidasi (s & V) seraku ketua
tim

2) Koordinatorpenyusunan

3) Staf Sub Direktorat S&V selaku anggota penyusunan

4) Tim Sp anggotanya dipilih dan diiugaskan oleh Kepala Sub
Direktorat sertifikasi dan varidasi (s & v) seraku ketua tim secara
formal tertulis yang diletapkan dengan Surat penugasan.

b. Tugas Tim Sp, meliputi:
't) mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik perayanan sertifikasi

bungkusan zat radioaktif serta hal_hal yang terkait dengan komponen
Standar pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan.

2) menyusun ranelngan slandar pelayanan setiap jenis pelayanan

3) membahas rancargan Sandar pelayanan-

4) menyiapkan konsep Maklumat pelayanan untuk ditetapkan oleh
DireHur plBN.

5) menyhpkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar
pctayanan.

Keanggotaan Tm Sp beserta tugasnya dapa( dilihat pada Lampiran t. Surat
Penugasan.
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2. ldentifikasi referensi

Tujuan dari identifikasi referensi adarah sebagai bahan acuan untuk
mengumpulkan krileria yang akan digunakan sebagai standar pelayanan
dalam sertifikasi dan varidasi bungkusan zat radioaktif. Kriteria tersebut akan
disusun menjadi kerangka standar pelayanan perizinan pemanfaatan bahan
nuklir. Daflar referensi acuan penwsunan standar pelayanan telah
disampaikan pada Sub Bab 1.4 Dasar hukum/ Acuan.

3. ldentifikasi Kondisi penyerenggaraan perayanan sertifikasi dan varidasi
bungkusan

Tujuan dari identifikasi kondisi penyerenggaraan perayanan saat ini atau yang
sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata, dan mengetahui sejauh
mana kondisi atau kapasitas,/ kemampuan dari fungsi manajemen yang terkait
dengan komponen standar pelayanan yang akan disusun dalam
penyelenggaraan pelayanan.

Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan
pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, yaitu dengan cara
mempelajari, mencermari, dan meneriii berbagai praktik kebijakan dan/atau
implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan
pelayanan. Hasir dari identifikasi akan menjadi bahan anarisis dan
pertimbangan dalam penyusunan ranc.lngan slandar pelayanan Hal_hal yang
perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan siandar pelayanan, antara lain
meliputi:

a. Tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan.
b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait.
c. ltffiadsrnc clan flosedur, persraratan, birya, dan waktu.
d. Sarana prasarana dan anggamn.
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f. Pengawasan intemal.

g. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan.

i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan.

II.2 PENYUSUNAN RANCAI{GAN STAI{DAR PELAYANAN

Berdasarkan c€tatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur-unsur dan

fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, perhitungan, dan

menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing

komponen rancangan standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan.

Penyusunan standar pelayanan, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan

analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga

memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan

dan kemampuan sumber daya. Perumusan standar pelayanan untuk Komponen

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( service

delivety) meliputi:

l. Persyantan

Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan, baik

persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan

suatu tuntutan yang diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dalam proses

penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Persyaratan pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa

tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. Perumusan persyaratan

pelayanan perlu dibantu dengan mengidentifikasi melalui cara melihat dasar

hukum atau keb{akan/ketentuan dari liap aktivitas jenis pelayanan, sehingga

kemudian dalam proses pelayanan dapat dilentukan keseluruhan persyaratan

yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Perumusan persyaraian memperhatikan

memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi, dan

akuntabilitas, artinya persyaEtan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak

memberalkan, serta dapat dipertanggungiawabkan kebenaran dan

kepastiannya.

No. Dok : PUTDP|BN/00.'15 Tanqqal : 0311212015
Revisi 00 Hal :14 dati24



TXREKTORAT PERtZNAil INSM
BADAT{ PEI{GAWAS TENAGA I{UKLIR

(BAPETEN)
Jalan Gajah Mada t{0.8, Jakarta 10,t20

Tel. (021) 63858269 - 70 Fax. (0211 63808269
Jenis Dokumen : Pedoman Unit Kerja

Judul : Standar Pelayanan Sertmkasi dan Validasi

2. Sistem, ilekanisme, dan prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata c€lra pelayanan yang dibakukan

bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang

mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem

dan proses penyelenggaraan pelayanan. perumusan komponen mekanisme dan
prosedur memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan akuntabilitas, artinya

langkah pelaksanaannya harus mudah dualankan, tahapan/hierarkinya

dipadatkan, diupayakan tidak banyak simpuumeja, dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenaran maupun kepastiannya. Untuk memberikan

kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayanan

dibuat atau digambarkan dalam sualu diagram/bagan al'r' (flowchaft).

3, Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waKu penyelesaian adalah jangka waKu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Untuk

menyusun komponen waktu, langkah pertama pedu menghitung dan

menganalisis waktu yang digunakan dalam melayani setiap jenis pelayanan.

Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan (bukan memprediksi)

pada setiap tahap pekerjaan layanan, kemudian keseluruhan proses tahapan

dalam prosedur lersebut dijumlahkan. Selanjutnya perlu mempertimbangkan

adanya kemampuan intemal diantaranya: sarana, peralatan, fasililas, dan

teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan

tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualiias yakni dan tingkat

kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggungiawab serta
pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini, dan harapan pemohon

izin.

4. Biaya/Tarif

Biayallaril adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan yang besamya ditetapkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir. Untuk selanjutnya dapd merumuskan analisis dan
perhitungan biayaltaril pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan
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penetapan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk disesuaikan dengan

perkembangan yang ada. Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan periu

mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli masyarakat,

perkembangan harga yang terjadi, dan biaya operasional dalam proses produksi

pelayanan.

Prcduk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan perizinan

pemanfaatan bahan nuklir berupa Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)

tentang sertifikat, perpanjangan sertifikat, dan validasi.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan ilasukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata carEr pelaksanaan

pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Penanganan ini merupakan

mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari

pemohon sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam

penyelenggaraan pelayanan. Masukan pemohon penting untuk dikelola secara

proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan

pelayanan ke depan. Untuk itu penyelenggara harus menyediakan sarana

pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan menunjuk petugas untuk

mengelola dan menindaklanjuti secara tepat. Dari analisa masukan masyarakat

maka dapat teridentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya pengaduan/keluhan

pemohon antara lain lemahnya komunikasi, kurang terbukanya informasi,

lemahnya sistem pencatatian dan dokumentasi, pelayanan yang kurang

memberikan kemudahan bagi kepentingan atau kebutuhan masyarakat, kurang

konsisten petugas dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan dengan

penerapan Standar pelayanan, dan lainnya.

Perumusan standar pelayanan untuk Komponen Standar Pelayanan yang terkait

dengan Proses pengelolaan Pelayanan di intemal organisasi ( manufac,tuing)

meliputi:

1. Dasar Hukum
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Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

penyelenggaraan pelayanan. Perumusan komponen dasar hukum dibuat

dengan mengacu pada hasil identifikasi, analisis dan pertimbangan. Di samping

itu perlu memperhatikan apabila terdapat perkembangan kebijakan atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang dijadikan dasar

hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan, termasuk pemungutan

biaya pelayanan.

2. Sarana, Prasarana, danratau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan

dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan

bagi kelompok rentan. Sarana pelayanan berbentuk berbagai fasilitas, peralatan

kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau

memberikan pelayanan, antara lain: meja, kursi, filling cabinet, almari, brankas,

rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis,

fasilitas pengolahan data, penyimpan data (database), peralatan

kontrol/monitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile,

kendaraan dan lainnya. Sedangkan prasarana berupa berbagai fasilitas atau

peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana

penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa

instalasi listrik, telpon, air, ruang kerja, ruang rapauperlemuan, ruang

penyimpanan arsip/dokumenlasi, ruang tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan

lain-lainnya yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses

penyelenggaraan pelayanan.

3. KompetensiPelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan

komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai

dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau

petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan.
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5.

Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/Volume, sifat

pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dUalankan serta penggunaan

teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Pengawasan lnternal

Pengawasan intemal adalah sistem pengendalian intem dan pengawasan

langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau alasan langsung

pelaksana. Pengawasan intemal merupakan pengawasan yang difokuskan

sebagai manajemen pengendalian intemal yang berperan untuk menjamin

aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten

sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini perlu

dilakukan secara terus menerus untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi

kesalahan/ penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja

yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas

yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

Jumlah pelaksana juga disertai dengan informasi komponen kompetensi

pelaksana. Dalam standar pelayanan ini telah mencantumkan jumlah pelaksana

tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang

memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja dalam pelayanan.

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pelayanan. Untuk menunjukkan dan memberikan

jaminan pelayanan tersebut, maka perlu upaya kreatif menciptakan sualu

kebijakan atau ketenluan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan

standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata tertib, kode etik atau

slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar

pelayanan.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam bentuk

komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan

risiko keragu-raguan.

7.
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8. Evaluasi Kineria Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan slandar pelayanan- Tujuannya adalah

untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan penerapan $andar

pelayanan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodik dan

berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur

keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam

rangka pelaksanaan sitandar pelayanan.
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BAB III

PENETAPAN STAI{DAR PELAYANA]iT

lll.1 P6mbahasan Standar pelayanan

LangkahJangkah dalam proses pembahasan Slandar pelayanan, dapat

dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan membentuk Forum Pembahasan

2. Menetapkan calon anggota forum pembahasan rancangan standar pelayanan

dari unsur masyarakat dan pihak terkait.

3. Penentuan jumlah peserta Forum pembahasan standar pelayanan

4. Proses pembahasan rancangan standar pelayanan harus dilakukan sampai

diperoleh kesepakatan

5. Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan harus dibuat atau dituangkan

dalam Notulen Rapat, dengan dilampiri dafrar peserta rapat, sebagai buKi telah

dilakukan diskusi.

111,2 ttletode Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan

Untuk mengefektifkan dalam pembahasan ranc€lngan standar pelayanan, pedu

menentukan metode atau bentuUcara pembahasan yang dianggap mudah dan

praKis dapat digunakan dalam forum bersama dalam pembahasan standar

pelayanan. Metode yang digunakan dalam penyusunan standar pelayanan ini yaitu

dengan metode rapat bersama, pada forum ini, pertemuan diadakan unluk

membahas, mendiskusikan atau mengklarifikasi rumusan rancangan standar

pelayanan.

!11.3 Penetapan Standar Pelayanan

Rancangan standar pelayanan yang telah dihasilkan melalui proses

pembahasan kemudian disiapkan untuk ditetapkan oleh DireKur PIBN menjadi

standar pelayanan.

Dalam penetapan standar pelayanan perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pengemasan dan Penyaiian Standar Pelayanan
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Hasil analisis komponen-komponen standar pelayanan dituangkan dalam satu

format standar pelayanan. lnformasi yang dimuat dalam format standar

pelayanan adalah informasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan

pelayanan dan yang dapat diukur.

2. Penguatan atas Penetapan Standar Pelayanan

Standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh DPIBN disahkan oleh DireKur

PIBN. Bentuk penguatan standar pelayanan dapat berupa Ketetapan Tata

Usaha Negara (KTUN) Standar Pelayanan Sertifikasi dan validasi bungkusan.

Hasil rancangan standar pelayanan yang berupa Ketetapan Tata Usaha

Negara (KTUN) Standar Pelayanan Sertifikasi dan validasi bungkusan untuk

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses pengelolaan

Pelayanan di intemal organisasi ( manufactuing) tercantum pada tabel 1

sedangkan untuk Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan ( se/v,be delivery) tercantum dalam lampiran

ketetapan yang terlampir pada Lampiran ll.

No. Komponen Uraian

1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran;

Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2015

tenlang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam

Pengangkutan Zai RadioaKif:

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Bedaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir;

Peraturan Kepala BAPETEN Nomo|lo Tahun

2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

d.
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dan

e. Peraturan Kepala BAPETEN 10 tahun 2011

tentang sistem manajemen Badan Pengawas

Tenaga Nuklir.

2. Sarana, Prasarana

dan / atau Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan

perizinan, alat tulis kantor, komputer, intemet, printer,

telepon, faksimile.

Pelayanan perizinan pemanfaatan bahan nuklir

diselenggarakan oleh unit kerja DireKorat Perizinan

lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B

BAPETEN, Jl. Gajah mada No.8 Jakarta Pusat, Telp

(021) 638s1028, Fax (021) 63851028, Email '.

dpibn@baoeten.oo.id.

3. Kompetensi

Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan

bahan nuklir, meliputi:

1. Penerima Dokumen

a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan

b. Telah memperoleh pelatihan terkait lugas dan

wanvenangnya.

2. Penilai Dokumen

a. Pendidikan minimal 51 teknik dan MIPA; dan

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi

pertama

3. Pengampu

a. Pendidikan minimal S1 teknis dan MIPA; dan

b. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai

penilai dokumen.

c. Memiliki jabatan fungsional pengawas radiasi

muda

4. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)
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Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

5. Direktur

Sesuai dengan peraluran kepegawaian yang bedaku.

6. Bendahara PNBP

a. Pendidikan minimal D3; dan

b. Telah mendapdkan pelatihan terkait tugas dan

wewenangnya.

4. Pengawasan lnternal Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan

langsung yaitu Kasubdit Serlifikat dan Validasi.

5. Jumlah Pelaksana Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan sertifikasi

dan validasi zat radioaktif sebanyak 6 (enam) orang

yang mengisi posisi sebagai petugas penerima

dokumen, penilai dokumen, pengampu/penilai ulang,

bendahara PNBP, KaSubdit, dan Direktur.

6. minan Pelayanan Kode etik pelayanan perizinan bahan nuklir memberikan

jaminan pelayanan perizinan berisi;

1. Setiap petugas pelaksana kegialan pelayanan

sertifikasi dan validasi tidak diperkenankan

melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan dalam menjalankan tugas

sebagai pelaksana pelayanan perizinan.

2. Setiap Pelugas pelaksana kegiatan pelayanan

dilarang menerima dari pihak lain yang berindikasi

gratifi kasi atau korupsi.

3. Petugas pelaksana kegiatan pelayanan wajib

menjaga rahasia dokumen permohonan izin.

7. Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem

keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu

gerbang, pintu gedung sampai ke pintu lantai 4 Gedung

B, tempat pelayanan perizinan. Selain itu lantai 4

Gedung B dilengkapi CCTV untuk memantau keamanan

No. Dok : PUi(DPIBN/00.15 Tanqoal : O3l'1212015
Revisi : 00 Hal :23 dan24
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(BAPETEN)
Jalan Gajah tada N0.8, Jakarta '10120

Tel. 1021163858269 - 70 Fax. 1021163858269
Jenis Dokumen : Pedoman Unit Kerja

Judul : Slandar Pelavanan Sertifikasi dan Validasi

lingkungan.

8. EYaluasi Kineria

Pelaksana

Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan

setiap tahun melalui mekanisme audit intemal, tinjauan

manajemen, survey Persepsi PemohonlPemegang lzin,

Penilaian Kesesuaian Mutu lntemal (PKMI) Sistem

Manajemen Bapeten (SMB), dan Pengukuran kinerja

pelayanan publik Direktorat Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

lll.4 Penetapan f,laklumat Pelayanan

Sebelum menerapkan standar pelayanan, DPIBN telah menyusun dan

menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pemyataan

kesanggupan dan kewajiban DPIBN untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

slandar pelayanan. Maklumat Pelayanan diletapkan oleh DireKur PIBN. Maklumat

Pelayanan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran lll.

lll.5.Daftar Lampiran Penetapan

Lampiran I : Nota Dinas Penugasan

Lampiran ll : Ketetapan Direktur Tentang Standar Pelayanan Standar

Pelayanan Sertifikasi dan validasi bungkusan

Lampiran lll : Maklumat Pelayanan

No. Dok : PUI(DPIBN/00.15 Tanqqal : O311212O15
Revisi : 00 Hal :24 dati24



BADA}I PEI{GAWAS TE}IAGA NUKLIR
(BAPETEN}

Jalan Gajah llada N0. 8, Jakarta 10120
Tel. (021163858269 -70 Fax. (02't163858269

Judul : Standar Pelayanan Sertifikasi dan Validasi

LAIIPIRATT

No. Dok : PUi(DPIBN/00.15 Tanqoal : O3l12l2O'15
Revisi : 00 Hal :26dati26



BADAI{ PEI{GAWAS TEI{AGA NUKLIR
Nuclear Energr Regulatory Agency

Kepada Yth. : j. lmron

kmpiran
Perihal
Tanggal

Sehubungan dengan 
.diserenggarar€nnya kegiatan penyusunan dokumen pedomanstandar perayanan tahun 2015, maka dengran-ini k*,i ,.h* sauderafi n o';;;*"standar perayanan penerbitan sertifikasi dan varirjasi bungkusan zat radioaktif sesuaidengan pembagian tug€s sebagaimana tercanlum dalam Lampiran .1.

Daram penyusunan standar pehyanan penerbitan seffikasi dan varidasi bungkusanzat radioahif tahun 2015, saudara/i dapat menigunatan rererens sebagai berikut:

1' Perduran pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo2 tentang KeseramaranPengang kutan Zat Radioaktif2' Peraruran pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif aras Jenis
i:ffiy*, Nesara Bukan p4* ijng urrar<u paai B"dilp.ril;;;s"

3. Keputusan Kepah BApETEN l',lomor: fXKa.BA
xebramatan Uniuk pengangkuran zrt naoioan[ETENA/-99 

tentang Ketentuan
1. Kepurusan xeoara q{erie* ru"iriii 

'-dipnG_BApETE]Wr-oo 
rentans- pedoman persyaratan Untuf Xesefamaan piigangknan Zat Radioaktifs. peraturan Kepara BA'ETEN--iiffi.' -olpx".eepeidi]ift"" 
r"nt ng

- K€sdarndafl eengaogkrtm Zat RdiA.Ufb. peraluEn Menled Neg€ra pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun2012 tenrang petunjukleknis p"ririi*r,, p"["ap"n, o;; d#;;-*fu",pelayanan

Demikian, atas perhathn dan kerjasama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

SURATTUGAS
Nu. 3tg / ?t os / Vp;r.1 1uu / tors

2. Wincla Sarmita
3. Supyana
4. Ardiyani Eka patriasad

: I (setu) Bc*as

' -,P?lyg:!!n tim penyusun standar pelayanan 2015
: ,l Juli 201 5

Kepala Sub Dire orat Sertifikasi dan
iDPIBN

NlP. 195902231984021001

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarra pusar lot20, T-efp. (+6-2_2i ) 6385 826970,6g 21ty',6* 2485 Fa.x. (+62_2r) 6385 g27S po. Box. 4OOS JH iOOtOPeriiinan Kes6hatan + 
'd$ffi#,1 ('gr?rlsses iiii5iilIi-ei:ziie6a-s-eol_g, r_rrp. r.si.)lrl-ess6a7gi;: i.sz-zr ) osas 66rs

^ffiTml,#tl (IgJfai,? ffi lr:,:a,j;i,"# l# i6n' *,
rlomepagg : *1rw.bapoten.go.id, ErEil : inio@bapeteri.go.id
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BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan

apabila tidak menepatijanji ini, kami siap menerima sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 3 Desember 2015
Direlfur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir

t--\^^^
Dahlia C Sanaqa

NrP. 196303231985032002

Jl. Gaiah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 6385 8269-70. 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po. Box. 4005 Jkt 't0040
Perajinan Kesehatan + lndustri : Telp. (+62-21) 6385 4883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp. (+62-21 ) 6385 4879 Far. (+62-21 ) 6385 6613

Perijinan lnstalasi BahanNuklir: Telp.(+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-21) 6385 1028
Kedaruratan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6518 Fax. (+62-21\ 630 2187

Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapelen.go.id



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energl Regulatorv Agenc)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kamimenyatakan sanggup menyelenggarakanpelayanan sesuai st1$i1 perayanari yang tetah diteffikan oanapabila tidak menepatijanji ini, [ami siap menerima sanksi sesuaiperaturan perundang_undangan yang bertaku

Jakarta, 3 Desember 20i5

Oaniia-t-Stmoa
l{rP. 196303231985032002

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 6385 8269-70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po. Box. 4OO5 Jkt 1OO4O
Perijinan Kesehatan + lndustri : Telp. (+62-21) 6385 4883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Tetp. (+62-2't ) ffi85 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613

Perijinan tnstatasi Bahan Nuktir : Telp.(+62-21 ) 6385 1028 Fax. (+62-21) 63851028
Kedaruratan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6518 Fat. (+62-21) 630 2'187

Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapeten.go.id
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BADAN PEIIGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

KEPUTUSAT{ DIREKTUR

PERIZIIIA}I ]}*STALASI DAN BAHAN IIUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOttlOR : PUK/DPIBN/00.15

TENTANG

STAilOAR PELAYANAN SERTIFIKASI OAN VALIDASI BUNGKUSAN

DIREKTORAT PERIZ]NAN ]NSTALASI OAN BAHAN NUKLTR

Menimbang

Mengingat : 1 .

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

sesrai dengan asas peny€{enggarcan pemedr*ahan yang bak, dan guna

merryujudkan kepastian hak dan kewajiban bedagai pihak yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan

publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Hhra untuk memberikaft aoran dalam penilaian ukuran kinerja dan

kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud hunrf a, maka perlu

ditetapkan standar pelayanan unluk pelayanan sertifikasi dan validasi

bungkusan dengan Keputusan Direktur Perizinan lnstalasi dan Bahan

Nuklir.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

UndangiLmang Nomor 10 Tahun 1997 teritang Keteflaganukliran

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3676 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamdan Radiasi

dan Kearnanan dalam Pengangkutan Zai Radioaktif;

Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tadf Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Menteri lQara Perdayagunaan Apafatur l.legara dan

Reeformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman siandar

pelayanan;

3.

4.

5.

Jt. Gajah Mada No. I Jakarra Pusat 10120, Tetp. (+62-21) 6385 8269-70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po. Box. 4005 Jkt 10040
Perijinan Kesehatan + lndustri : Telp. (+62-2'1) 6385 4883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp. (+62-21) 6385 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613

Perijinan lnstalasi Bahan Nuklir: Telp.(+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-2r) 6385 1028
Kedaruratan Nuklir I Telp. (+62-21) 6385 6518 Fax. (+62-21) 630 2147

Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapeten.go.id
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6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-

OTK /-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga

Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11

Tahun 20O8:

I'ETIIUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SERTIFIT(ASI DAN

VALIDASI BUNGKUSAN.

PERTAMA : Menetapkan Standar Petayanan untuk sertifrkasi dan vaEasi srbagafunana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Lampiran sebagaimana tercantum pada diKum PERTAMA adalah bagian yang

tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Standar pelayaftan s€bagaimafta terlarnpir pada dihum PERTAMA ifti wajil,

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Evaluasi ierhadap Standar ruayanan untuk sertifrkasi dan validasi bungkusan

akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;

KELIMA : Standar Pelayanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

PadaTanggal : Desember 2015

Direktur,

D-aHiac sinaoa lL
N]P. I 96303231 985032002



LAMPIRAN KE-1

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR : PUt(DPlBt{/00.15

TANGGAL | 2015

STANDAR PELAYANAN PET{ERBITAI{ SERTIFIKAT PERSETUJUAI{ DESA|II

ZATRAD]OAKTIF

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan sertifikasi persetujuan desain zat radioaktif yang efektif dan

efisien, maka perlu diietapkan standar pelayanan penerbilan sertifikat persetujuan

desain.dengan rincian kegiaian antara lain:

1. Penerbitan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif bentuk khusus

2. Penerbitan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif daya sebar rendah

3. Penerbitan sertifikat persetujuan desain zal radioahif aKivitas jenis rendah - lll
Maksud penetapan standar pelayanan sertitikat persetujuan desain. ini untuk memberikan

kepastian pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serta sebagai tolok ukur

dabm pedornan penyebnggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

bentuk kewajiban dan janji BAPETEN kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang

berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku.

B. STANDARPELAYANAN

No. Komponen Uraian

1. Percyaratan

Pelayanan

'1. Persyaratan Adminiskatif, meliputi:

a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penaggung

jawab instansi

b. Formulir permohonan

c. Bukti pembayaran biaya permohonan persetujuan

sertifikat desain zat radioaKif.

2. Persyaratan Teknis, meliputi:

a. Sertifikat lolos uji;

Sertmkat lolos uji paling kurang memuat dala :

1 . Nomor seri sumber
I



2. Spesifikasi teknis

a.Bentuk geometri

b. Material atau bahan konstruksi

c. Dimensi

d. Berat

3. Metode uji

4. Hasil Pengujian

Deskripsi zat radioaktif memuat

kurang

1. Gambar teknik;

2. Dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi

bahan;

3. Spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan

4- Aklivitas atau aktivilas ienis total maksimum

Manual Mutu proses pembuatan zat radioaktif;

2. Sistem

Mekanisme

dan Prosedur

1. Diagram Alir Prosedur

2. U,aian Prosedur

a.Pemohon menyampaikan permohonan persetujuan

sertifikat desain zat radioaktif, dengan surat permohonan

tttt

ll

tl

l



dan menyertakan persyaratan sertifikat perselujuan

desain zat radioaklif.

b. BAPETEN menerima dan meregistrasi permohonan

beserta persyaratan sertmkat persetujuan desain zat

radioaKif, dan memberikan tanda terima dokumen untuk

pemohon yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

c. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan pembayaran

sertifikat persetujuan desain zat radioaKif.

d. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

persetujuan sertifikat sesuai dengan jumlah dan jangka

waKu dalam surat penagihan pembayaran sertifikat

persetujuan desain zat radioaKif -

e. BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap

permohonan sertifikal persetujuan desain. zat radioaKif.

Jika hasil dari penilaian teknis dinyatakan memenuhi

persyaratan rnaka BAPETEN mengeluarkan surat

pemberitahuan pemenuhan persyaratan. Akan tetapi

apabila hasil penilaian teknis dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan maka BAPETEN mengeluarkan surat

pemberitahuan kekurangan persyaratan izin.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas)

hari kerja.

f. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen

persyaratan sertifikat persetujuan desain. zat radioaktif

tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN

menyampaikan permberitahuan kepada pemohon paling

lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian

diketahui.

g. Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan

persyaratan sertifikat persetujuan desain. zal radioaldif

pakrg lama 15 (limabelas) hari kerja terhilung sejak

pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.

h. Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan

persyaratan, pemohon dianggap membatalkan

permohonan sertmkat persetujuan desain zat radioaKfr.



BAPETEN menerbitkan persetujuan sertifikat desain zat

radioaklif. Proses dilakukan dalam.iangka waktu 7 (lima)

hari kerja

Sertifikat perselujuan desain zat radioaktif kemudian

dikirimkan kepada pemohon atau diserahkan secara

langsung dengan menandatangani serah terima sertifikat

persetujuan desain untuk pemohon yang datang

langsung.

3. Jangka Yvaktu

Penyelesaian

1. Jangka waHu penyelesaian permohonan Perizinan

bungkusan dilakukan paling lama 25 (Dua puluh lima

hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pelayanan perizinan pemanfaatan Bahan Nuklir

diselenggarakan seliap hari dan jam kerja, sebagai

berikut:

Senin-lGmis

09.00 s/d 15.00 WlB, istirahat 12.00 - 13.00 WIB

Jumat

09.0O s/d 15.30 WlB, istirahat 11.30 -13.30 WIB

4. Biaya/Tarif Tarif Pelayanan per permohonan penerbitan

persetujuan desain zat radioaktif bentuk khusus

sebagai berikut:

sertifikat

adalah

1. Penerbitan persetujuan sertifikat

persetujuan desain zal radioaktif

bentuk khusus

Rp.3.500.000

2. Penerbitan persetujuan sertifi kat

persetujuan desain zat radioaktif

daya sebar rendah

Rp.3.500.000

3. Penerbitan persetujuan sertifikat

perseiujuan desain zztl radioakiif

aktivitas jenis rendah - lll

Rp.3.500.000

Keteranqan:

Biaya administrasi bank dan meterai ditanggung oleh pemohon.

5. Produk

Pelayanan

Pemohon m€fiarima Ketetapafl Tata Usaha Nlegara (KTUN)

tentang sertifikat persetujuan desain zat radioaKif (dengan



jaminan zero def@f) yang ditandatangani oleh Direktur

Pen?inan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas nama Kepala

BAPETEN.

o. Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan, dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna yang berkailan dengan pelayanan dapat

disampaikan secara langsung atau melalui surat tertulis,

email dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie

021-63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna mendapat penyelesaian/tanggapan 3 (tiga) hari

kerja sejak keluhan, saran dan masukan dari pengguna

disampaikan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : Desember 20'15

Drektur,

l1^,\,\

oahlac sinaoa lL
NlP. 196303231985032002

I



LAMPIRAN KE-2

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN

TNSTALASI DAN BAHAN MJKL1R

NOMOR

TANGGAL

: PUt(DPtBhl/00.15

: Desember 2015

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SERTIFIKAT PERSETUJUAN DESAIN BUNGKUSAN

A. PEilDAHULUAT{

Dalam rangka melaksanakan serlifikasi persetujuan desain bungkusan yang efektif

dan efisien, maka perlu ditetapkan stiandar pelayanan penerbitan sertifikat persetujuan

desain bungkusan.dengan rincian kegiatan antara lain:

1. Penerbitan serlifikat persetujuan desain bungkusan Tipe A berisi bahan fisi[ atau

UF 6 lebih dari 0,1 kg

2. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan lndustri berisi bahan fisil atau

UF 6 lebih dari 0,1 kg

3. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe A

4. Penerbitan sertifikat persetujuan desain bungkusan Tipe B(U)

5. Penerbitan sedifikat persetujuan desain bungkusan Tipe B(M)

6. Penerbitan sedifikat persetujuan desain bungkusan Tipe C

Maksud penetapan standar pelayanan sertifikasi persetujuan desain bungkusan ini

untuk memberikan kepastian pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan,

serta sebagai tolok ukur dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai bentuk kewajiban dan janji BAPETEN kepada

masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai

peraturan yang bedaku.

B.STANOAR PELAYAI{AN

Persyaratan Administratif , meliputi:

a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh

penaggung jawab instansi

b. Formulir permohonan

c. BuKi pembayaran biaya permohonan sertifikat

persetujuan desain zat radioaKif.

Persyaralan Teknis, meliputi:

No Komponen Uraian

Persyaratan

Pelayanan

1.



Sertifikat lolos uji;

Sertifikat lolos uji paling kurang memuat data :

l.Nomor seri pembungkus

2.Spesifikasi teknis

a.Bentuk geometri

b.Material atau bahan konstruksi

c. Dimensi

d. Berat

3.Metode uji

4.Hasil Pengujian

Deskripsi pembungkus memuat informasi, paling

kurang

l.Gambar teknik;

2.Dimensi, massa, komponen dasar, dan

spesifikasi bahan;

3.Spesifikasi silat fisika dan kimia; dan

4.Aktivilas atau aktivitas jenis total maksimum

lt/ianual ttilutu proscs pemhratan #c#
pembungkus

Sistem,

Mekanasme

dan Prosedur

A. Diagr'am alir
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l--J--*.1 | ',.-'
L---::r:-1lrlr1,..--ll
l,,l

] BAPETEN

i-[T-+i ilP---r-<Pi ** ilr=# I I I I1= l-LL I
L)-f----1---1--'""] 1 "'-'



Uralan Prcsedu.

I . Pemohon menyampaikan permohonan sertifikasi

persetujuan desain bungkusan, dengan mengisi

formulir permohonan dan menyertakan

persyaft an.

2. BAPETEN menerima dan meregisirasi

permohonan beserta persyaratan sertifikasi, dan

memberikan tanda lerima dokumen untuk pemohon

yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari

ker.ia.

3- BAPETEN mengetuarkan surat penqglhan

pembayaran izin, setelah mengeluarkan surat

pemyataan memenuhi persyaratan sertifi kasi.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 1 (satu) hari

kefa.

4. BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap

permohonan sertifikasi persetujuan desain

bungkusan bungkusan. Jika hasil dari penilaian

teknis diyatakan memenuhi persyaratan maka

BAPETEN mengeluarkan surd penagihan dan

dilanjutkan ke proses penerbitan. Akan tetapi

apabila hasil penilaian teknis dinyatakan tidak

memenuhi persyaratan maka BAPETEN menolak

permohonan perpanjangan perizinan bungkusan .

Proses dilakukan dalam jangka waktu I (delapan)

hari keria.

5. Pemohon sertifikat dapat mengajukan kembali

permohonan sertifikat persetujuan desain

bungkusan.

6. BAPETEN menerHkan sertFkasi persetuiuart

desain bungkusan. Sertifikat kemudian dikirimkan

kepada pemohon atau diserahkan secara langsung

dengan menandatangani serah terima sertmkat

untuk pemohon yang datang fangsung.



'l . Jangka waKu penyelesaian

persetujuan desain bungkusan dilakukan 25 (Dua

pufuh lima) hari kerja sejak dokumen permohonan

diterima.

2. Pelayanan sertifikasi persetujuan desain bungkusan

diselenggarakan setiap hari dan jam kerja, sebagai

09.00 s/d 15.00 WIB

istirahat 12.00 - 13.00 wlB

09.00 s/d 15.30 WIB

istirahat I 1 .30 -13.30 WB

Jangka Waktu

Penyelesaian

Tarif pelayanan per permohonan

persetujuan desain bungkusan untuk kegiatan meliputi :

Penerbitan sertifikat

persefujuan desain

bungkusan Tipe A berisi

bahan fisil atau UF 6 lebih

dari 0,1 kg

Penerlcitan sedmkat

persetujuan desain

bungkusan lnduslri berisi

bahan fisil atau UF 6 lebih

dari 0,1 kg

Rp.5.200.000

Rp.3.500.000Peneditan sedfrkat

persetujuan desain

bungkusan Tipe A

Rp.3.90O.00O

persetujuan desain

bungkusan Tipe B(U)



Biaya administrasi bank dan meterai ditanggung oleh

pemohon.

persetujuan desain

bungkusan Tipe B(M)

Penerbitan sertifikat

persetujuan desain

bungkusan Tipe C

Pemohon menerima Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)

tentang sertifikasi persetujuan desain bungkusan (dengan

jaminan zero defecl yang ditandatangani oleh Direktur

Perizinan lns{alasi dan Bahan Nukk atas narna Kepala

BAPETEN.

Produk

Pelayanan

1. Pengaduan, keluhan, saran masukan dan banding dari

pengguna yang berkaitan dengan pelayanan sertifikasi

persetujuan desain bungkusan dapat disampaikan

secara langsung atau melalui surat tertulis, email

dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran masukan dan banding

mendapal penyelesaianltanggapan 3 (tiga) hari kerja

sejak keluhan, saran dan masukan dari pengguna

disampaikan.

Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

Ditetapkan di : JAKARTA

PadaTanggal : Desernber2ols

o"i-i6csin"o" [!

Direktur,

NlP. 196303231985032002



LAMPIRAN KE.3

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR : PUK/DPIBN/00.15

TANGGAL : 03 Desember20'15

STAI{DAR PELAYAI{AN

PEilERBITAI{ VALIDAS! SERTIFIKAT PERSEruJUAN DESAIN BUIIGKUSAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan validasi sertifikasi persetujuan desain bungkusan yang

efektif dan efisien, maka pefu dftdapl<an dandar pdayanan penertlan validasi sedifrld

persetujuan desain bungkusan meliputi Penerbitan validasi:

1. Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil alau uranium heksafluorida (UF6) lebih

dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

2. Bungkusan tipe A yang bedsi Bahan Fisil atau uranium heksaltuorida (uFO) tebih dari

0,1 kg (nol koma satu kilogram);

3. Bungkusan tipe B(U) yang berisi Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah, Bahan Fisil, atau

uranium heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

4. Bungkusan tipe B(M); dan

5. Bungkusan tipe C yang berisi Bahan Fisil aiau uranium

Penetapan standar pelayanan sertmkasi ini unluk memberikan kepastian pelayanan,

meningldkan kualitas dan kinerp pebyanaa serta sebagEi tolok ukur dalarn pedornan

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelEanan sebagai bentuk

kewajiban dan janji BAPETEN kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang

berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku.

B.STAilDAR PELAYANAT{

1. Persyaratan

Pelayanan

1.

2.

Persyaratan administratif , meliputi:

a. Formulir permohonan izin yang telah diisi lengkap

b.Surat permohonan

c.Bukii pembayaran biaya permohonan ;

Persyaratan teknis, berupa dokumen perubahan, meliputi:

No. Komponen Uraian



a. Salinan persetujuan desain bungkusan zat radioaktif

b. Jadwal Kedatangan bungkusan

c. Rute pengangkutan bungkusan

d. Deskripsi bungkusan

Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

Diagram alir

B. Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan validasi

sertifikat persetujuan desain Bungkusan, dengan sural
permohonan daft menyertakan persyaratafl seftifkal
persetujuan desain zat radioaktif.

2. BAPETEN menerima dan meregistrasi permohonan

beserta persyaratan validasi sertifikat persetujuan

desain Bungkusan, dan memberikan tanda terima

dokumen untuk pemohon yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 1 (satu) hari

kerja.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran validasi sertifikat persetujuan desain

i I lir=#EI I ;;'-F>--+-6I I li:L YI I llHiiI I Ll Er-+--t*r
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Mekanisme

dan Prosedur

B.Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan
persetujuan ekspor bahan nuklir, dengan mengisi
fomulir permohonan daIr ]nenyertakrul
persyaralan persetujuan ekspor.

2. BAPETEN menerima permohonan beserta
dokurnen permohonan, dan memberikan tanda
terima doktrmen untuk pemohon yang datang

AUR PEIERAIAI SERIIFXAg o^T VATI) SI BUIIO(USAI
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4. Biaya/Tarif Tarif pelayanan penerbitan validasi sertifikat persetujuan

desain zat radioaktif adalah bebas biaya.

5 Produk Pelayanan Pemohon menerima Ketetapan Tala Usaha Negara (KTUN)

validasi sertifikat perselujuan desain zat radioaktif (dengan

jaminan zerc defecf) yang dilandatangani oleh DireKur

Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir alas nama Kepala

BAPETEN.

6. Penanganan

Pengaduan, saran,

masukan dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

pengguna yang berkaitan dengan validasi sertifikat

persetujuan desain zal radioaktif dapat disampaikan

secara langsung atau melalui surat tertulis, email

dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie 021-

63851028 kepada Direktur Perizinan lnstialasi dan Bahan

Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari

peflgguna rrendapd penyelesaian/tanggapaft 3 (tiSa)

hari kerja sejak keluhan, saran dan masukan dari

pengguna disampaikan.

/-----\.Direktur'
\.- -\4^^-

Diletapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 3 Desember 2015

NtP 196303231985032002



LAMPIMN KE-4

KEPUruSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN
BAHAN NUKLIR

NOMOR : PUK/DP|BN/OO.,ts

TANGGAL : 3 Desember2O.,s

STAI{DAR PELAYAT{AN

PENERB'TAN VALIDASI SERTIFIKAT PERSETUJUAN DESAIN ZAT RAD]OAKTIF

A. PEiTDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan validasi sertifikasi persetujuan desain zat radioaktif yang
efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan strandar pelayanan penerbitan validasi sertmkal
persetujuan desain zat ardioaktif.

Maksud penetapan standar perayanan varidasi ini untuk memberikan kepaslian
pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serta sebagai tolok ukur dalam
podoman peny€bnggeraan perayanan dao acuan penikriarn k,aritas perayanan s€bag{*
bentuk kewajiban dan janji BAPETEN kepada masyarakai dalam memberikan perayanan
yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku.

B.STANDAR PELAYANAN

Persyaralan

Pelayanan

'1. Persyaratan adminislratif, meliputi:

a. Formulir permohonan izin yang telah diisi lengkap

b. Surat permohonan

c. Buhi pembayaran biaya permohonan

2. Persyaratan teknis, berupa dokumen meliputi:

a. Salinan persetujuan desain zat radioaktif

b. Deskipsi zat radioaldit

l{o. Komponen Uraian

'1.

2_ Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

A. Diagram alir



B. Uraian Prosedur
'l . Pemohon menyampaikan permohonan validasi

sertifikat persetujuan desain zat radioaKif, dengan
st rat permohonafi fui merryertal€n perq,aratan

senmkat persetujuan desain zat radioaktif.

2. BAPETEN menerima dan meregistrasi permohonan

beserta persyaratan validasi sertifikat persetujuan

desain zat radioaktil, dan memberikan tanda terima
dokumen untuk pemohon yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 1 (satu) hari

kerja.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran validasi sertifikat persetujuan desain zat
radioaktif.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 1 (satu) hari

kerja

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya validasi

itr+ r.dtb.



Bungkusan.

Proses drlakukan dalam jangka waKu 1 (satu) hari
kerja.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya validasi
sertifikat sesuai dengan jumlah dan jangka wahu
dalam surat penagihan pembayaran validasi sertifikat
persetujuan desain Bungkusan.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari
kerja.

5. BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap
permohonan validasi sertifikat persetujuan desain
Bungkusan. Jika hasil dari penilaian teknis dinyatakan
memenuhi persyaratan maka BAPETEN mengeluarkan
surat pemberitahuan pemenuhan persyaratan. Akan
tetapi apabila hasil penilaian teknis dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan maka BApETEN mengeluarkan
$nat pemhitatnEn kekwangan persyaratan izin.
Proses dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) hari
kerja.

6. BAPETEN menerbitkan validasi sertifikat persetujuan

desain Bungkusan. proses dilakukan dalam jangka

waktu 1 (satu) hari kerja

7. Validasi sertifikat persetujuan desain Bungkusan
kemudian dikirimkan kepada pemohon atau diserahkan
secara langsung dengan menandatangani serah terima
seftfikat persetujuan desain untuk pemohon yang
datang langsung.

Jangtca Wbktu

Penyelesaian

Janglca wakfu penyeft=saian pennohonan,/alidasi
sertifikat persetujuan desain bungkusan dilakukan dalam
jangka waktu 8 (delapan) hari kerja sejak dokumen
permohonan diterima.

Pelayanan validasi sertifikat persetujuan desain
bungkusan diselenggarakan setiap hari dan jam kerja,
sebagai berikut:

Senin - Kamis : O9.OO s/d 1S.OO WB



istirahat 12.00 - 13.00 WtB

09.00 s/d '15.30 WtB

istirahat 1 I .30 -13.30 WB

Tarif pelayanan penerbitan penerbitan Validasi sertifikat
persetujuan desain bungkusan sebesar Rp.1 .40O.OOO

Keteranoan:

Biaya adminislrasi bank dan meterai ditanggung oleh
pemohon.

Produk Pelayanan Pemohon menerima Ketelapan Tata Usaha Negara (KTUN)
tentang Validasi sertifikat persetujuan desain Bungkusan
(dengan jaminan zetu ctelecf,, yang ditandatangani oleh
DireKur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas nama
Kepala BAPETEN.

Penanganan

Pengaduan, saran,

masukan dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dad
pengguna yang berkaitan dengan validasi sertifikat
persetujuan desain bungkusan dapat disampaikan secara
langsung aiau melalui surat tertulis, email
dpibn@bapeten.ge.id, teleporl, dan/atau faksimilie 021-
63851028 kepada Direktur perizinan lnstalasi dan Bahan

Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari
pengguna mendapat penyelesaian^anggapan 3 (tiga)

hari kerja sejak keluhan, saran dan masukan dari
pengguna disampaikan.

Ditetapkan di : JAMRTA

Pada Tanggal : 3 Desember 2014

,
oanlii-e$aoaIL

NlP. 1 9630323.1 985032002



LAMPIMN KE-s

KEPUTUSAN DIFTEKTUR PER1ZINAN INSTALAS1 DAN

BAHAN NUKLIR

NOMOR

TANGGAL

: PUK/DPIBN/00.,15

: 03 Desember 2015

STANDAR PELAYAilAN PE}IERBITAi{ PERSETT,JUAN SERT]FIKAT KELAYAKA]II

KAilIERA RADIOGRAFI

A. PEI{DAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan persetujuan sertifikd kelayakan kamera radiografi

yang efeKif dan efisien, maka perlu ditetapkan standar pelayanan penerbitan

persetuiuan sedifikat .

Maksud penetapan standar pelayanan ini untuk memberikan kepastian

pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serta sebagai tolok ukur

dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai bentuk kemliban dan ianii BAPETEN kepada ntasyaraka dahm

memberikan pelayanan yang berkualitas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku-

B.STANDAR PELAYANAN

c.

a. Surai permohonan;

b. Salinan izin pemanfaatan zat radioaktif

Persyaratan teknis, meliputi:

Laporan hasil dari Laboratorium uji kelayakan

kamera yang lerakreditasi atau yang ditunjuk

BAPETEN.

Persyaratan

Pelayanan

No Komponen Uraian

1. 1.



Sistem,

Mekanisme

dan Prcsedur

B. Uraian

1. Pemohon menyampaikan permohonan sertmkat

kelayakan kamera radiografi, dengan mengisi

formulir permohonan dan menyertakan dokumen

persyardan.

2. BAPETEN menerima permohonan beserta

dokumen persyaratan, dan memberikan tanda

terima dokurnen urduk pemohon yang ddang
langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari

kerja.

3. BAPETEN mengehrartan surat penagihan

pembayaran.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 2 (dua) hari

kerja.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan sura{ penagihan

pembayaran izin.

5. BAPETEN melakukan penilaian

I ae,'trtx
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Jika hasil dari penitaian diyatakan memenuhi
persyarc an maka BAPETEN mengeluarkan surat
penagihan dan dilanjutkan ke proses penerbitan.

Akan te{api apabila hasil penilaian dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan maka BApETEN menolak
permohonan sertifi kat kelayakan kamera radiografi .

Proses dilakukan dalam jangka wahu 15 (lima
belas) hari keda.

Pemohon izin dapat mengajukan kembali
permohonan persetujuan sertifikat kelayakan
kamera radiograli.

6. BAPETEN menerbitan persetuiuan sertfrkd
kelayakan kamera radiografi. KATUN persetujuan

kemudian dikirimkan kepada pemohon atau
diserahkan secara langsung dengan
men:dndat-dngani serah trerima izin urtuk pefiroiron
yang datang langsung.

Penyelesaian
Jangka waktu penffi
kelayakan kamera radiografi dilakukan 2E (clua

puluh lima) hari kerja sejak dokumen permohonan

diterima.

Pelayanan sertifikat kelayakan kamera radiografi
diselenggarakan setiap hari dan jam kerja, sebagai
berikut:

Senin - Kamis:

09.00 s/d 15.00 WlB, istirahat 12.00 - 13.00 WlB
Jumat:

09.00 s/d 15.30 WtB , istirahat 1i.30 _13.30 WtB
Tarif petayan@
kelayakan kamera radiografi adalah bebas tarif .

(KTUN) tentang sertifikat kelayakan kamera radiografi
(dengan jaminan zero defec\ yang ditandatangani oleh
DireKur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas nama
Kepala BAPETEN.

j 
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Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

'1. Keluhan, naik banding serla saran, masukan dan
banding dari pengguna berkaitan dengan pelayanan

sedmkasi kelayakan kamera radiografi dapat
dis€mpaikan secara langsung atau melalui sural terlulis,
email dpibn@bapeten.go.id, telepon, dan/atau faksimilie
021-6385'1028 kepada Direktur perizinan lnstalasi dan
Bahan Nuklir.

2. Keluhan, naik banding serta saran, masukan dan
banding dari pengguna mendapat tanggapan paling

lama 1 (satu) hari kerja sejak keluhan, saran dan
masukan dari pengguna disampaikan

Ditetapkan di : JAMRTA
Pada Tanggal : 03 Desember 2015

Direklur.tl -\^-^
oinr-tcs-rro. l,r-

-\

NlP. 1 96303231 985032002



LAMPIMN KE-6

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN
BAHAN NUKLIR

NOMOR : PUI(DPIBN/00.15

TANGGAL : Desember 201S

STAiIDAR PELAYAT{AN PENERBITAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN
SERTIFIKAT DESAIN ZAT RADIOKATIF

A. PENDAHULUAil

Dalam rangka meraksanakan perizinan bungkusan zat radioaktif yang efektif
dan efisien, maka perru ditetapkan standar perayanan penerbitan perizinan dengan
rincian kegiatan antara lain:

1- Penerbitan perpanjangan persetuiuan sertifikat persetujuan desain zat radioaktif
bentuk khusus

2. Penerbitan perpanjangan persetujuan sertifikat persetujuan desain zat radioaKif
daya sebar rendah

3. Penerbitan perpan angan pers€iiujuan sertifikat persetujuan d€sairi zat radioaHif
aktivitas jenis rendah - lll

Maksud penetapan standar perayanan perizinan ini untuk memberikan kepastian
pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serta sebagai tolok ukur dalam
pedoman penyerenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
bentuk kewajiban dan janji BAPETEN kepada masyarakat daram memberikan perayanan
yang berkualitas dan terukur sesuai peraluran yang berlaku.

A. STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

Pelayanan a. Sural permohonan yang ditandalangani
penaggung jawab instansi

b. Fomulir permohonan

BuKi pembayaran biaya permohonan

Persyaratan Teknis, meliputi:

a. Fotokopi sertifikat desain zat radioaktif ;

b. Laporan distribusi zat radioaktif

c. Deskripsi zat radioaKif



langsung.

Proses dilakukan dalam jangka wakiu I (satu)

hari kerja.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua)

hari kerja.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan surat penagihan

pembayaran izin.

5. BAPETEN melakukan penilaian terhadap

permohonan. Jika hasil dari penilaian diyatakan

memenuhi persyardan maka BAPETEN

mengeluarkan surat penagihan dan dilanjutkan ke

proses penerbilan. Akan tetapi apatila hasil

penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

maka BAPETEN nrenoH( pennohonan

persetujuan ekspor bahan nuklir.

Proses dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima

belas) hari kerja.

Pemohon izin dapat mengajukan kembali

permohonan persetujuan ekspor bahan nuklir.

6. BAPETEN menerbitan persetujuan ekspor bahan

nuklir. KATUN perselujuan kemudian dikirimkan

kepada pemohon atau diserahkan secaftt

langsung dengan menandatangani serah terima

izin untuk pemohon yang datang langsung.

3. Jangka Waktu

Penyelesaian

1. Jangka waktu penyelesaian permohonan

persetujuan ekspor bahan nuklir dilakukan 25

(dua puluh lima) hari kerja sejak dokumen

permohonan diterima.

2. Pelayanan perizinan pernanfaatan Bahan l.luklir

diselenggarakan setiap hari dan jam kerja, sebagai

berikut:

Senin - Kamis:

09.00 Vd 15.00 vvlB, istirahat 12.00 - 13.00 WIB

I



09.00 s/d 15.30 WIB , istirahat I 1 .30 -i 3.30 WIB
Tar pelayanan@

Keteranoan:

Biaya administrasi bank dan materai dilanggung oleh
pemohon.

persetujuan serlilikat
persetujuan desain zat
radioaktif bentuk khusus

persdujuan sertifikat

perse,tujuan desain zat

radioaktif daya sebar

rendah

Rp. 2.400.000

persetujuan sertmkat

persetujuan desain zaa

radioaktit aktivilas jenis

rendah - lll

Pelayanan (KTUN) tentang perselujuan ekspor bahan nuklir
(dengan jaminan zero defecl) yang ditandatangani oleh

Direktur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir atas nama
Kepala BAPETEN.

Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

1. Pengaduan, saran, malukan-Gn-Endino--Iari
pengguna berkaitan dengan pelayanan dapat

disampaikan secara langsung atau melalui sural
tertulis, email dpibn@bapeten.go.id, telepon,

dan/atau faksimilie 021€3851028 kepada Direktur
Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, saran, masukan dan banding dari



pengguna mendapat tanggapan
(satu) hari kerja sejak keluhan, saran dan masukan
dari pengguna disampaikan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tangga+ : Desernber 2O15

NlP 196303231985032002



LAMPIMN KE.7

KEPUTUSAN DIREKTUR PER1ZINAN INSTALASI DAN
BAHAN NUKLIR

NOMOR : pUtVDptBNiOO.ls

TANGML : Desember2OlS

STANDAR PELAYANAil PENERBITAN PERPAilJANGAN PERSETUJUAN DESAIN
BUt{GKUSATII

A. PENDAHULUAN

Daram rangka meraksanakan perizinan bungkusan zat radioaKif yang efektif
dan elisien, maka perru ditetapkan standar perayanan penerbitan perizinan dengan
rincian kegiatan antara lain:

1. Penerbiian pemanjangan persetujuan seftifkd pefsetuiuafl desain bungkusan
Tipe A berisi bahan fisil atau UF 6lebih dari 0,1 kg

2. Penerbitan perpanjangan persetujuan sedifikat perseiujuan desain bungkusan
lndustri berisi bahan fisil atau UF 6lebih clari 0,1 kg

3. Penerbitan perpan angaft pers€*ujuari sertifi{.d persetuFan desain b,ngkusan
Tipe A

4. Penerbitan perpanjangan persetujuan sertifikat persetujuan desain bungkusan
Tipe B(U)

5. Penerbitaft perpaniaflgaft persetujuaft sertiflkd persetujuan desain bung,kusan
Tipe B(M)

6. Penerbitan perpanjangan persetujuan sertifikat persetujuan desain bungkusan
Tipe C

Maksud penetapan standar perayanan perizinan ini untuk memberikan kepasrian
pelayanan, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, serra sebagai tolok ukur
dalam pedoman penyerenggaraan perayanan dan acuan peniraian kuaritas perayanan
s€b€gai bentuk keffijibsn darl isnii BAPETEN kepada masyarakat dararn
memberikan pelayanan yang berkualitas dan lerukur sesuai peraturan yang berlaku.



B.STANDAR PELAYANAN

Pelayanan l.Surat permohonan yang ditandatangani oteh
penaggung jawab instansi

2.Formulir permohonan

3.Buhi pembayaran biaya permohonan

b. Persyaratan Teknis, meliputi:
',.Fotokopi sedifikat desain bungkusan ;

2.Lapran distribusi zat radioaktif

3. Deskripsi zat radioaktif

Mekanisme

dan Prosedur

B. Uraian Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan, dengan
mengisi formulir permohonan dan menyerlakan
dokumen persyaratan.

2. BAPETEN menerima permohonan beserta

Prosedur



persyaralan, dan memberikan tanda terima

dokumen untuk pemohon yang datang langsung.

Proses dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) hari kerja.

3. BAPETEN mengeluarkan surat penagihan

pembayaran izin, setelah mengeluarkan surat

pemyalaan memenuhi persyaratan izin.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 2 (dua) hari

kerja.

4. Pemohon harus melakukan pembayaran biaya

perizinan sesuai dengan surat penagihan

pembayaran izin.

5- BAPETEN melakukan penilaian teknis terhadap

permohonan. Jika hasil dari penilaian teknis

diyatakan memenuhi persyaratan maka BAPETEN

mengeluarkan surat penagihan dan dilanjutkan ke

pmses penerbitan. Akan tetapi apabita h6il
penilaian teknis dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan maka BAPETEN menolak

pernohonan.

Proses dilakukan dalam jangka waKu 14 (empat

belas) hari kerja.

6. Pemohon izin dapal mengajukan kembali

permohonan.

7. BAPETEN menerbitkan Ketetapan persetujuan.

Keteiapan persetujuan kemudian dikirimkan

kepada pemohon atau diserahkan secara langsung

dengan menandatangani serah terima izin untuk

pemohon yang datang langsung.

3. Jangka Waktu

Penyelesaian

1. Jangka waktu penyelesaian permohonan

perpanjangan sertifikat persetujuan desain

bu{rgkusao elilakukan paling bma 25 (dua puluh

lima) hari kerja sejak dokumen permohonan

diterima.

2. Pelayanan perpanjangan sertifikat perselujuan

desain bungkusan diselenggarakan setiap hari dan



09.00 s/d 15.00 WlB

istirahat 12.00 - 13.00 wlB

09.00 s/d 15.30 WIB

idirahat 11-30 -13,30 WIB

Tarif pelayanan penerbitan perpanjangan senmkat

bungkusan adalah sebagai berikut:

Penerbitan perpanjangan

sertifikai persetujuan desain

bungkusan Tipe A berisi

bahan fisil atau UF 6 lebih

dari 0,1 kg

Rp.2.700.000

sertilika{ persetujuan desain

bungkusan lndustri berisi

bahan fisil atau UF 6 lebih

dari 0,1 kg

PeneIbitan perpanjangBn

sertifi kat persetujuan desain

bungkusan Tipe A

Rp.2.2100.000

Penerbitan perpanjangan

sertffi kat persetujuan desain

bungkusan Tipe B(U)

Rp.2.700.00O

Rp.2.700.000Penerbitan perpanjangan

sertifi kat persetujuan desain

bungkusan Tipe B(M)

sertifi kat persetujuan desain

bungkusan Tipe C



IKeteranoan:l-
J Biaya administrasi bank dan me,terai ditanggung oleh
I

I Pemohon.

Negara
(KTUN) sertifikat persetujuan desain bungkusan (dengan
jaminan zerc defect) yang ditandatangani oleh DireKur
Perizinan lnslalasi dan Bahan Nuklir atas nama Kepala

BAPETEN.

5. Produk

Pelayanan

6. Penanganan

Pengaduan,

saran,

masukan dan

banding

1. Pengaduan, keluhan, saran, masukan dan banding dari
pengguna yang berkaitan dengan pelayanan dapat

disampaikan secara langsung atau melalui surai tertulis,

email dpibn@bapeten. go. id, tetepon, dan/atau fakslmilie

021-63851028 kepada Direktur perizinan lnstalasi dan

Bahan Nuklir.

2. Pengaduan, keluhan, saran, masukan Aan UanOinO Oari 
l

pengguna mendapat penyelesaian/tanggapan 3 (tiga) 
I

hari kerja sejak keluhan, saran dan masukan Oari 
I

pengguna disampaikan. 
I

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : Desember 2015

utL
NIP 1 96303231 985032002


